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Pertambangan rakyat tak dikelola dengan baik di-
sebabkan lemahnya pembinaan dan pengawasan
dari pemerintah sehingga kerap menimbulkan

bencana dan korban jiwa.

JAKARTA - DPR mendesak
pemerintah segera memben-
tuk satgas Pertambangan Tan-
pa lzin (Peti). Hal itu menyu-
sul terjadinya bencana lingsor
besar tambang emas di Keca-
matan Suwawa Timur, Provinsi
Gorontalo, pada 7 Julilaly, yang
menewaskan 325 kotban jiwa.

“Kami berharap pemerintah
hadir dan tidak membiarkan
praktk pengelolaan tambang
rakyat yang berisiko tinggi ter-
sebut. Apalagi draf Keppres
pembentukan satgas pembe-
rantasan Peti sudah di meja
Dresiden sejak lama,’ tegas ang-
gota Komisi VI DPR RI, Muly-
anto, di Jakarta, Senin (15/7).

Dia menjelaskan tambang
rakyat serupa tersebar di selu-
ruh Indonesia, serta melibatkan
jurnlah warga yang tidak sedikit.
Apalagi, sejak pandemi Covid-19
yang memicu turbulensi eko-
nomi, bagi masyarakat kelas ba-
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wah, pertambangan rakyat men-
jadi tempat bergantung mata
pencaharian mereka sehari-hari
untuk menyambung hicup.
Sayangnya, pertambangan
rakyat tersebut tidak tertata ke-
lola dengan baik sehingga ke-
rap menimbulkan bencana dan
korban jiwa. Tata kelola yang ti-
dakbaikitu, menurut Mulyanto,
salah satunya disebabkan ka-
rena lemahnya pembinaan dan
pengawasan dari pemerintah,

‘Pemerintah tidak boleh
menutup mata dan melaku-
kan pembiaran. Negara ha-
rus hadir melindungi segenap
bangsa Indonesia. Harus ada
langkah-langkah konkret bagi
perbaikan tata kelola pertam-
bangan rakyatini ke depan,’ je-
las Mulyanto,

Warga juga mengeluh-
kan izin pertambangan rakyat
yang masih berbelit-belit se-
jak pemerintah melakukan re-
sentralisasi perizinan melalui
1JU No 3/2020 tentang Pertam-
bangan Minerba,

Karena itu, Mulyanto me-
nilai pemerintah harus sung-
guh-sungguh  memberikan
perhatian, Pasalnya, dari ada-
niya tambang rakyat itu meng-
akibatkan  korban  ratusan
orang ini sangat besar,

Apalagi diketahui sebanyak
27 orang meninggal dunia dan
15 orang belum ditemukan.

“Pemerintah tidak boleh me-
nutup mata dan melakukan
pembiaran. Negara harus ha-
dir melindungi segenap bangsa
Indonesia. Harus ada langkah-
langkah konkret bagi perbaikan
tata kelola pertambangan rak-
yatini ke depan;’ jelasnya.

Sedangkan Satgas tambang
ilegal yang digembar-gembo-
tkan pemerintah sampai hari
ini berhenti hanya sebatas
wacana. Surat keputusan pre-
siden terkait hal itu pun tidak
kunjung hadir.

Seperti diketahui, sampai
hari ketujuh sejak hari kejadian
longsor di Gorontalo tersebut
tercatat sebanyak 27 orang
ditemukan meninggal dunia
dan 15 orang hilang. Berdasar-
kan data dari Basarnas Goron-
talo, total sementara korban
bencana longsor di Desa Tula-
bolo Timur, Kecamatan Suwa-
wa Timur, Provinsi Gorontalo,
itu mencapai 325 orang,

Tindakan Preventif
Sementara itu, Kepala Pu-
sat Data Informasi dan Komu-
nikasi Bencana Badan Nasio-
nal Penanggulangan Bencana
(BNPB), Abdul Muhari, men-
dorong aparat penegak hukum
menindak dan menertibkan
aktivitas tambang ilegal, Hal itu
dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya bencana longsor.
Abdul menegaskan kese-
riusan dalam pengawasan dan
penegakan aktivitas tambang
yang tidak resmi perfu dilaku-
kan berkaca dari bencana ta-
nah longsor di tambang emas
di Kabupaten Bone Bolango,
Gorontalo, akhir pekan lalu.
“Jadi kalau pertanyaan men-
dasar seperti ini harus berapa
nyawa lagi yang harus melay-
ang?" ujar Abdul. @ ers/E-10
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